
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.801, 2017 KEMEN-LHK. Pengelolaan SDA-LH. Pengakuan 

dan Perlindungan Kearifan.  
 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 

TENTANG 

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. bahwa peran masyarakat lokal termasuk masyarakat 

hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup dengan praktek kearifan lokal sangat 

penting untuk kelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) 

huruf t Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu 

menetapkan kebijakan dalam implementasi pengakuan 

hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 

adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;  
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Pengakuan dan Perlindungan 

Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan Hidup; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan United Nations Convention on Biological 

Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang 

Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber 

Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan 
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Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas 

Konvensi Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4818); 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PENGAKUAN  DAN PERLINDUNGAN 

KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum.  

2. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku 

dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain 

untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan 

sumber daya alam secara lestari. 

3. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan 

Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil 
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kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, 

keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari 

Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat yang 

mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis 

maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan 

sumber daya alam secara berkelanjutan.  

4. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang 

mengandung nilai aktual atau nilai potensial, yakni 

bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme 

yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan 

sifat. 

5. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat 

yang secara turun-temurun bermukim di wilayah 

geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul 

leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan 

hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan 

pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang 

mendapatkan pengakuan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

6. Komunitas adalah kelompok masyarakat atau satuan 

sosial yang menempati wilayah geografis tertentu 

didasarkan atas kesamaan wilayah yang saling 

berinteraksi dan berhubungan secara fungsional karena 

adanya kepentingan bersama untuk memenuhi 

kebutuhan kehidupan sosialnya. 

7. Pengampu Kearifan Lokal adalah Masyarakat Hukum 

Adat atau masyarakat setempat yang memegang hak 

ulayat atau hak tradisional dan memperoleh manfaat dari 

hak ulayat atau pengelolaan dalam bentuk tanggung 

jawab moral, ekonomi, dan budaya. 

8. Pengakses Kearifan Lokal adalah orang perseorangan, 

kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi 

profesi, dan/atau badan usaha, baik dari dalam maupun 

luar negeri, yang mengakses dan/atau memanfaatkan 
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